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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 98 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah 

Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;   

    

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 



3 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019; 

24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 

Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2019 Nomor 11); 

27. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 

Nomor 172); 

28. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 52 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 52); 

29. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 77 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 

172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 77); 
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30. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 85 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 

172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 85); 

31. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 

172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 92); 

32. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 131 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 

172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 131); 

33. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 135 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 

172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 135); 

34. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 138 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 

172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 138); 

35. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 161 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 161); 

36. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 161 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 171); 
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37. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 205 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 

161 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 205); 

38. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 209 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 

161 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 209); 

39. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 230 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 

161 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 230). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  2019 

 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 terdiri atas :  

1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 175.775.285.716,82 

b. Pendapatan Transfer  Rp 765.260.088.592,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 21.099.420.000,00 

Jumlah Pendapatan  Rp 962.134.794.308,82 

2. Belanja : 

a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai Rp 431.556.472.992,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 374.335.129.367,66 

3) Belanja Subsidi Rp 51.900.000,00 

4) Belanja Hibah Rp 24.300.801.641,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp 1.819.250.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp 0,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 774.663.023,00 

Jumlah Belanja Operasi  Rp 832.838.217.023,66 
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b. Belanja Modal 

1) Belanja Tanah Rp 6.293.750.000,00 

2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp 60.710.910.140,00 

3) Belanja Bangunan dan Gedung Rp 69.147.068.132,16 

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 42.033.605.697,70 

5) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 2.659.777.197,00 

6) Belanja Aset Lainnya Rp 992.419.500,00 

Jumlah Belanja Modal  Rp 181.837.530.666,86 

 

c. Belanja Tak Terduga 

1) Belanja Tak Terduga          Rp     44.298.970.440,00 

 

Jumlah Belanja Rp 1.058.974.718.130,52 

Surplus/(Defisit)          Rp (96.839.923.821,70) 

 

3. Pembiayaan  : 

a. Penerimaan  Rp 266.464.280.015,86 

b. Pengeluaran Rp 0,00 

Pembiayaan Netto      Rp 266.464.280.015,86 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  Rp  169.624.356.194,16 

 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum  dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

  

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum  dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
 

Ditetapkan di Probolinggo 
pada tanggal 17 September 2020 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 17 September 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 98 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 

 

 

 


